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MOTTO

“Seutama-utamanya manusia adalah orang mu’min yang ‘alim (pandai) yang jika ia

dibutuhkan maka ia berguna, dan jika ia tidak dibutuhkan maka ia mencukupkan dirinya.”

*
(Al Baihaqi dalam Syu’bul Iman mauquf pada Abu Darda’ dengan sanad yang lemah)”

*Dikutip dari H. Moh. Rifa’i. Ilmu Figih Islam Lengkap. Semarang: PT. Karya Toha Putra. HIm. 11
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RINGKASAN

Pemilihan umum yang sesuai dengan konstitusi adalah prinsip kehidupan ketatanegaraan
yang berkedaulatan rakyat (demokrasi) yang ditandai dengan setiap warga negara berhak ikut aktif
dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan. Keikutsertaan rakyat dalam berpartisipasi
untuk menentukan wakil-wakil rakyat yang akan dipilih sebagai bentuk penyelenggaraan suatu
pemerintahan. Salah satu bentuk partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintah tersebut dapat
diimplementasikan pada suatu pemilihan umum sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 22E
ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan
bahwa,”Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah” yang dalam hal ini harus melalui berbagai persyaratan apabila mencalonkan diri sebagai
wakil rakyat sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Adapun pelaksanaan pemilihan umum Presiden utamanya juga tidak terlepas dari suatu
persyaratan dalam pencalonan sebagai Presiden yang terpilih yakni melalui peraturan perundang-
undangan yang mengatur sebagaimana pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Namun dalam hal ini pelaksanaannya,
pembentukan produk hukum terkait dengan prosedur pemilihan umum Presiden akan tetapi tidak

sesuai dengan perkembangan hukum yang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas penulis mengangkat permasalahan menjadi sebuah karya ilmiah
dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Yuridis ljin Cuti Kepala Daerah Provinsi untuk
Mengikuti Pemilihan Presiden Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden”. Isu hukum yang diangkat dalam penulisan skripsi
ini mengenai tindakan pelaksana penyelenggaraan pemilihan umum Presiden yang memberikan
celah hukum mengenai suatu prosedur bagi pejabat negara untuk mencalonkan diri sebagai
Presiden menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah mengetahui tentang mekanisme pengajuan ijin cuti
Gubernur yang termasuk sebagai pejabat negara dalam mengikuti pemilihan Presiden menurut
peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk yang berkaitan dalam pelaksanaan Pemilihan

Umum Presiden, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintan Nomor 18 Tahun 2013
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tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Pegawai Negeri
yang akan menjadi Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota,
serta Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara dalam Kampanye Pemilihan Umum yang juga berkaitan
dan membawa dampak dengan pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2009 tentang Tata Cara Pengajuan Cuti Bagi Kepala Daerah Dalam Melaksanakan Kampanye
Pemilihan Umum Dan Permohonan Izin Bagi Kepala Daerah Yang Dicalonkan Menjadi Presiden
Atau Wakil Presiden yang tidak sesuai dengan pengertian pejabat negara sebagaimana dalam
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif (Legal
Research), yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau
norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Penelitian normatif menggunakan penelitian
terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum yang merupakan dasar-dasar
berperilaku dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-
undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dangan
permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden menyatakan bahwa pejabat negara yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari
jabatannya sedangkan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil
Walikota yang akan dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai calon
Presiden atau calon Wakil Presiden harus meminta ijin kepada Presiden. Kenyataan lain dan
bertentangan dengan hal tersebut bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Pegawai Negeri yang akan
menjadi Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, serta
Pelaksanaan Cuti Bagi Pejaabat Negara dalam Kampanye Pemilihan Umum memberikan
pengertian bahwa pejabat negara adalah Presiden, Wakil Presiden, Menteri dan Pejabat setingkat
Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota
sedangkan Kepala Daerah Provinsi bukan termasuk dalam pengertian pejabat negara melainkan
pejabat publik.

Xiii



HALAMAN SAMPUL DEPAN..........
HALAMAN SAMPUL DALAM ........
HALAMAN MOTTO......cccccviiiiinne
HALAMAN PERSEMBAHAN ..........
HALAMAN PRASYARAT GELAR..
HALAMAN PERSETUJUAN ............
HALAMAN PENGESAHAN..............
HALAMAN PENETAPAN.................
HALAMAN PERNYATAAN .............

DAFTAR ISI

HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH ...

HALAMAN RINGKASAN..................
HALAMAN DAFTAR ISI .......c.c........
BAB 1. PENDAHULUAN ...................
1.1 Latar Belakang....................

1.2 Rumusan Masalah...............
1.3Tujuan Penelitian ................

1.3.1 Tujuan Umum............

1.3.2 Tujuan Khusus...........

1.4 Manfaat Penelitian ..............

1.5 Metode Penelitian ...............

1.5.1 Tipe Penelitian...........

1.5.2 Pendekatan Masalah ..

1.5.3 Bahan Hukum............

1.5.3.1 Bahan HUKUM Primer........cccveveeeieeeiieeeeeeeeene.
1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder........cccccccveveveveveviiinenennne,

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Xiv

Vi
vii

viii

Xii

XVi

o N o oo o o b B B WO W W PR P



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA ..ottt
2.1 Konsep Dasar Demokrasi di Indonesia............cccccveeevveinenenne.
2.2 Pemilihan UmUm.......cccoiiiiiiiieeee s
2.2.1 Pengertian Pemilihan Umum...........ccccoooiviiinnieniciinnnnns
2.2.2 Sistem Pemilihan Umum yang berlaku di Indonesia ......
2.2.3 Jenis-Jenis Pemilihan Umum di Indonesia.............c........
2.2.4 Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia
2.2.4.1 Komisi Pemilihan Umum ........cccccovvvevinininennnne
2.2.4.2 Badan Pengawas Pemilihan Umum....................
2.2.4.3 Panitia Pengawas Pemilihan Umum...................
2.3 Pemilihan Umum Presiden..........ccccovvvveiieicnieneee e
2.3.1 Syarat-Syarat Pencalonan Pemilihan Presiden...............
2.3.2 Mekanisme Pencalonan Pemilihan Presiden..................
2.4 1JiN CUL.ecuieiicc e s
2.4.1 Pengertian ljin Cuti Pemilihan Presiden.......................
2.4.2 Ketentuan dan Tata Cara Ijin Cuti Pemilihan Presiden
BAB 3. PEMBAHASAN ..ottt
3.1 Prosedur pengajuan ijin cuti Gubernur yang masih
aktif untuk mengikuti Pemilihan umum Presiden...................
3.2 Akibat hukum pemberian ijin cuti kepada Gubernur
dalam kaitannya mengikuti Pemilihan Umum Presiden.........
BAB 4. PENUTUP ..ottt
4.1 KeSIMPUIAN ...t
4.2 SAIAN .oiiiiecee e et nee s
DAFTAR PUSTAKA ...ttt

XV

12
13
18
19
21
22
25
26
26
29
30
30
33
34
35

35

51
71
71
72
73



BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan umum merupakan pranata terpenting dalam setiap negara demokrasi, terlebih lagi
bagi negara yang berbentuk republik seperti Indonesia. Pranata itu berfungsi untuk memenubhi
tiga prinsip pokok demokrasi, yaitu kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintahan, dan pergantian
pemerintahan secara teratur. Bagi negara demokrasi modern, pemilihan umum merupakan
mekanisme utama yang harus ada dalam tahapan penyelenggaraan negara dan pembentukan
pemerintahan. Pemilihan umum dipandang sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang
berada di tangan rakyat serta wujud paling konkret partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan
negara. Oleh karena itu, sistem penyelenggaraan pemilu selalu menjadi perhatian utama.
Pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat diharapkan benar-benar dapat diwujudkan melalui
penataan sistem dan kualitas penyelenggaraan pemilu.

Salah satu ciri negara demokrasi adalah melaksanakan pemilihan umum (pemilu) untuk
membentuk pemerintahan atau mengisi jabatan-jabatan kenegaraan atau pemerintahan
(pangreh).! Kedaulatan atau souvereiniteit (sovereignty) merupakan konsep kekuasaan tertinggi
negara.? Rakyat dikatakan memiliki kedaulatan tertinggi dalam menentukan pemerintahan, dan
dari pemilihan umum rakyat diberi kesempatan untuk berperan aktif berpartisipasi dalam
mencapai pemerintahan yang hendak diwujudkan sebagaimana yang telah tertuang dalam Pasal
1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan
“Kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” .

Namun dalam perkembangannya, demokrasi tidak dapat dipisahkan dari negara hukum.
Apakah itu negara hukum? Faham dasar negara hukum adalah bahwa yang berkuasa adalah
hukum. Pemerintah melaksanakan kekuasaan yang dimiliki atas dasar, serta dalam batas-batas
hukum yang berlaku.® Hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah

diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat. Hal ini dapat

! Widodo Ekatjahjana. 2010 . Diktat Pemilu . Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember. HIm. 1.

2 Jimly Asshiddigie. 2008. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Bhuana llmu Populer.
Him. 143.

3 Budiman NPD Sinaga. 2009 . Pemilihan Umum: Kedaulatan Rakyat, Kedaulatan Hukum, atau Kedaulatan
Hakim. Jurnal Konstitusi. VVol.ll. No.2. HIm. 10.



